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orang lain dan tidak mematuhi norma-norma sosial yang berlaku umum di 
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Negara. 
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12. To respect: Negara berkewajiban untuk menghindari tindakan intervensi 

terhadap HAM yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia itu 

sendiri. 

13. To fulfil: Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan 

legislatif, administratif, peradilan, dan praktis (kebijakan) yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilaksanakan sebesar mungkin. 

14. To Protect: Negara dituntut untuk melakukan aksi-aksi yang positif untuk 
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 PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO 

TINGGI DI LAPAS SUPER MAXIMUM SECURITY KELAS II A PASIR 

PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF UNIVERSAL 

DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 

Dimas Agung Nugroho  

ABSTRAK 

Penindakan terorisme menjadi tuntutan Internasional dan Negara Indonesia. 

Faktor terorisme melakukan aksi terornya adalah karena faktor agama, ideologi, 

perjuangan kemerdekaan, membebaskan diri dari ketidak adilan, dan tujuan 

tertentu. Terorisme merupakan kategori narapidana tingkat resiko tinggi (high risk) 

yang membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan 

masyarakat. Lapas Super Maximum Security merupakan Lapas tingkat keamanan 

yang sangat ketat dan penempatan pemisahan narapidana secara individual (One 

man one cell). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan 

implementasi pembinaan Napiter resiko resiko tinggi dan Perspektif Universal 

Declaration of Human Rights 1948 dalam pemenuhan hak asasi terhadap program 

pembinaan Napiter di Lapas Super Maximum Security kelas IIA Pasir Putih 

Nusakambangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif empiris. 

Sumber data primer yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Peraturan No. M.HH-

02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan 

Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris dan Peraturan No. 35 

Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pada 

implementasinya pembinaan Napiter di Lapas Super Maximum Security Kelas IIA 

Pasir Putih Nusakambangan belum sesuai dengan pengaturan dan terdapat kendala. 

Hasil wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan tidak memberikan 

remisi kepada Napiter, belum optimalnya wali pemasyarakatan karena bukan tugas 

kerja utama, kendala warga binaan Napiter yang berkepribadian keras dan kendala 

petugas pemasyarakatan kurang menguasai bidang ilmu pembinaan kepribadian. 

Perspektif Universal Declaration of Human Rights dalam pemberian hak asasi 

kepada Napiter telah diberikan dengan pembatasan hak-hak dasarnya meliputi Hak 

hidup, Hak bebas dari penyiksaan, Hak kebebasan beragama, Hak berpendapat, 

berkumpul dan berserikat, dan Hak turut serta dalam pemerintahan. Lapas sebagai 

representasi Negara Indonesia berkewajiban untuk To Respect, To Fulfil, Dan To 

Protect telah penuhi dengan pembatasan yang sangat ketat karena keamanan Lapas 

Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. 
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Kata Kunci: Pembinaan; Narapidana Teroris; Risiko Tinggi; Super Maximum 

Security; Kelas IIA Pasir Putih 

 

THE REHABILITATION OF HIGH-RISK TERRORISM CONVICTS IN  

THE CLASS II A SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON IN PASIR  

PUTIH, NUSAKAMBANGAN, IN THE PERSPECTIVE OF THE  

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948  

Dimas Agung Nugroho   

ABSTRACT  

The enforcement of terrorism has become both an international and national 

demand for Indonesia. The motives behind terrorist actions include religious 

factors, ideology, struggle for independence, seeking liberation from injustice, and 

specific objectives. Terrorism constitutes a category of high-risk convicts that 

endanger national security and public safety. The Super Maximum Security Prison 

is a facility with very strict security measures and individual inmate placement 

(One man, one cell). The purpose of this research is to understand the regulation 

and implementation of rehabilitation for high-risk terrorist convicts and the 

perspective of the Universal Declaration of Human Rights 1948 in fulfilling human 

rights within the convict rehabilitation program at the Class IIA Super Maximum 

Security Prison in Pasir Putih, Nusakambangan. This research employs a 

normative-empirical method. The data sources used are primary and secondary 

data.  

cvBased on the research findings, it is concluded that Regulation No. 

M.HH02.PK.01.02.02 of 2017 Regarding Guidelines for the Work of Special 

Correctional Institutions for High-Risk Convicts in the Terrorist Category and 

Regulation No. 35 of 2018 Regarding the Revitalization of Correctional 

Administration have not been implemented by the regulations related to convict 

rehabilitation at the Pasir Class IIA Super Maximum Security Prison and there are 

still obstacles. The interview results show that the implementation of rehabilitation 

does not grant remission to convicts, the suboptimal role of correctional officers 

due to it not being their main job, the obstacle of convicts with tough personalities, 

and the obstacle of correctional officers lacking expertise in personality 

development. The perspective of the Universal Declaration of Human Rights in 

granting basic rights to convicts has been provided with limitations, including the 

right to life, freedom from torture, freedom of religion, freedom of opinion, 

assembly and association, and the right to participate in governance. As a 

representation of the Indonesian State, the prison must Respect, Fulfil, and Protect, 

which has been fulfilled with very strict limitations due to the security of the Super 

Maximum Security Prison of Class IIA Pasir Putih Nusakambangan.   
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